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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesiai menjadii salahi satui negarai demokrasii yangi pastinyai 

menjunjungi tinggii nilai-nilaii kemanusiaan.i Hali inii dapati terlihati jelasi sesuaii 

dengani isii Pancasilai padai silai kei 2i yangi berbunyii „kemanusiaani yangi adili dani 

beradap‟,i sertai padai Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai 1945i 

(UUDi NKRIi 1945)i yangi tertuangi padai aleniai kei 4i dengani bunyii : 

… melindungii segenapi bangsai Indonesiai dani seluruhi tumpahi darahi 

Indonesia,i memajukani kesejahteraani umum,i menerdaskani kehidupani 

bangsa,i dani ikuti melaksanakani ketertibani duniai yangi berdasarkani 

kemerdekaan,i perdamaiani abadi,i dani keadilani sosiali … 

Dalami pelaksanaannyai Indonesiai pastii memerlukani pembangunani 

yangi dapati mencakupi seluruhi bidangi kehidupani masyarakati yaitui palingi 

utamai infrastruktur.i Dengani kemajuani infrastrukturi yangi terjadii tentunyai 

kehidupani masyarakati Indonesiai dapati lebihi mudahi dalami melakukani 

pemenuhani kebutuhan.i Jikai masyarakati dapati memenuhii sebagai kebutuhani 

makai negarai secarai tidaki langsungi telahi hak-haknyai akani bisai terwujudi 

secarai meratai dani adili sesuaii dengani harapani dani kehendaki negara. 

Pembangunani infrastrukturi memangi tergolongi cukupi lamai dani 

berproses,i namuni pembangunani infrastrukturi Indonesiai bisai dikatakani cukupi 

meningkati tiapi tahunnya.i Pembangungani inii tentunyai harusi disertaii dengani 

rancangani dani tahapani yangi cukupi telitii dani matang.i Pemerintahi dani pejabati  

berwenangi pastii telahi memilikii rancangani yangi sudahi mendalami dani detail,i 

walaupuni belumi terlaksanai secarai keseluruhan. 
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Dalami pelaksanaani prosesi pembangunani akani terjadii banyaki lika-likui 

yangi harusi dihadapi,i makai darii itui pihaki pemerintahani telahi menyiapkani 

segalai konsekuensii terburuknyai yaknii dengani menyiapkani seluruhi sumberi 

dayai modal,i sumberi dayai manusia,i hinggai sumberi dayai alamnya.i Tidaki 

dipungkirii tiapi prosesi pembangunani yangi akani dilaksanakani olehi pemerintahi 

akani membutuhkani satui elemeni pentingi yaitui tanah.i Dilihati darii segalai sisii 

tanahi memangi merupakani salahi satui elemeni palingi pentingi yangi dimilikii 

bumi,i baiki sebagaii permukaani bumii maupuni lapisani bumii palingi dalam.i Jikai 

dilihati darii pengertiani yuridisi tanahi merupakani permukaani bumii meliputii haki 

atasi tanahi yangi memilikii bagiani khususi darii permukaani bumi.
1

i  

Tanahi adalahi salahi satui komponeni yangi termasuki terbatas,i dilihati darii 

segii kegunaani manusiai sangati membutuhkani perani tanah,i baiki untuki tempati 

tinggal,i perkebunan,i pertanian,i hinggai peternakan.i Selaini banyaknyai perani 

tanah,i tanahi jugai mengandungi banyaki sekalii kekayaani alami yangi bisai 

dimanfaatkani olehi manusia.i Selamai kehidupani dii bumii masihi adai makai tanahi 

akani selalui dibutuhkani olehi manusia,i mengingati semasai hidupi hinggai 

meninggali manusiai akani tetapi membutuhkani perani tanah.  

Dilihati darii kedudukani tanahi padai kehidupani manusia,i tanahi memilikii 

fungsii dani nilaii tersendirii padai padai empati aspeki yangi cukupi pentingi yaitui 

aspeki hukum,i aspeki ekonomi,i aspeki sosial,i dani aspeki politik.
2

i Kei empati 

aspeki inii memilikii keterikatani satui samai laini yangi merupakani satui kesatuani 

padai prosesi kebijakani hukumi pertanahani olehi pemerintah.i Fungsii sosiali 

                                                           
 

1
 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, 

Grafindo, Jakarta, 1994. hlm. 17.  
2
 Y. W. Wartaya Winangun, Tanah Sumber Nilai Hidup, Kanisius, Yogyakarta, 2004. hlm. 21.  
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kegunaani tanah,i tidaki dapati dibenarkani jikai perorangani tersebuti semata-matai 

menggunakani haknyai atasi tanahi untuki kepentingani pribadii ataui perorangan.
3

i  

Dalami penyelenggaraani pembangunani untuki kepentingani umum,i 

pemerintahi mempunyaii perani untuki menyediakani tanah,i menginggati perani 

tanahi dalami aspeki pembangunani merupakani aspeki pendukungi keberhasilani 

pelaksanaani padai pengadaani tanah.
4

i Tentunyai tanahi yangi disediakani inii 

diperolehi darii negarai dani tidaki dalami penguasaani olehi rakyat.i Namuni 

nyatanyai pemerintahi tidaki sepenuhnyai melaksanakani kewajibannyai dalami 

memenuhii segalai macami pembangunan,i karenai kurangi mampunyai perani 

pemerintahi dalami penyediaani tanahi untuki pembangunan,i makai dengani 

secarai terpaksai tanahi miliki rakyati yangi dipakai.
5
 

Penyediaani tanahi adalahi salahi satui kegiatani dalami pelaksanaani 

pengadaani tanahi olehi pemerintahi dani wajibi diberikani gantii rugii secarai layaki 

dani adili terhadapi pemegangi haki atasi tanahi yangi sah.i Hali inii membuktikani 

bahwai padai saati berlangsungnyai prosesi pengadaani tanahi tidaklahi sederhana,i 

karenai diperlukannyai kegiatani yangi melibatkani pihaki terdampaki ataui 

masyarakati yangi berhaki atasi haki tanah.
6

i Padai kedudukani pengadaani tanahi 

                                                           
 

3
 Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 

2016, hlm. 377, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8754 , diakses pada 29 Desember 

2023. 
4
 Hery Zarkasih, “Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti RUgi Pengadaan Tanah 

Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok 
Tengah)”, Jurnal IUS, Vol. 3, No. 8, 20 Agustus 2015, hlm. 383. 
https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.219 , diakses pada 29 Desember 2023. 
5 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,  Margaretha Pustaka, Jakarta, 2017. 

hlm. 4 
6
 Putri Lestari, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia 

Berdasarkan Pancasila”, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, Maret 2020, hlm. 72, 

https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54 , diakses pada 26 Desember 2023. 

https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8754
https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.219
https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54
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kuasai haki perseorangani terhadapi tanahi untuki pembangunani bagii kepentingani 

umumi dapati dicabut,i hali inii sesuaii dalami Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 

2012i tentangi Pengadaani Tanahi bagii Pembangunani untuki Kepentingani 

Umum,i padai Pasali 1i angkai 2i yangi berbunyii „Pengadaani tanahi merupakani 

kegiatani penyediaani tanahi dengani carai memberikani gantii kerugiani yangi 

layaki dani adili kepadai pihaki yangi berhak‟.i Artii darii bunyii Pasali 1i angkai 2i inii 

adalahi gantii rugii dalami pengadaani tanahi bisai dilakukani dengani carai 

pemberiani gantii rugii padai pihaki yangi berwenangi atasi objeki tersebut.i Hukumi 

Pertanahani Nasionali dani UUDi NKRIi 1945i menganuti beberapai prinsipi yangi 

bergunai untuki pembangunani infrastrukturi demii kepentingani umumi yangi 

membutuhkani tanahi rakyat,i meliputii prinsipi kepastian,i prinsipi keadilan,i 

prinsipi kemanusiaan,i prinsipi kesejahteraan,i prinsipi keterbukaan,i prinsipi 

kesepakatan,i dani masihi banyaki prinsipi lainnya. 

Istilahi pengadaani tanahi untuki kepentingani umumi jikai diperhatikani 

memilikii penggunaani katai yangi lebihi baiki daripadai pembebasani tanahi untuki 

kepentingani umum,i karenai menghindarii adanyai intimidasii dani paksaani padai 

prosesi pengambilani tanahi miliki masyarakat.
7

i Membahasi kepentingani umumi 

secarai sederhanai bisai dijelaskani sebagaii kepentingani gunai keperluan,i 

kebutuhan,i ataupuni kepentingani orangi banyaki dengani tujuani yangi cukupi 

luas,i tetapii hali inii terlalui umumi dani tidaki memilikii batasan.
8

i Jikai ditinjaui darii 

                                                           
 

7
 Mohammad Mulyadi, “Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di 

Jakarta Utara”, Jurnal Aspirasi, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 146, 
https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1262 ,diakses pada 3 Januari 2023. 
8
 Suwari Akhmaddhian, "Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Negara", Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 10, No. 2, Desember 2019, hlm. 102, 

https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2404   , diakses pada 3 Januari 2023.  

https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1262
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segii yuridisi selamai kepentingani umumi tidaki bersebrangani dengani hukumi 

yangi sedangi berlakui dii masyarakati makai sifatnyai tidaki bertentangani dengani 

hukumi positif. 

i Dalami pelaksanaannyai pengadaani tanahi pembangunani untuki 

kepentingani umumi memilikii beberapai kendalai yangi dihadapii salahi satunyai 

adalahi gantii rugii seperti,i masyarakati yangi tidaki maui digusur,i masyarakati 

yangi tanahnyai sedangi bersengketa,i dani laini sebagainya.i Untuki 

meminimalisiri permasalahani yangi terjadii pemerintahi menetapkani beberapai 

peraturani yangi tertuangi dalami Peraturani Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021i 

tentangi Penyelenggaraani Pengadaani Tanahi bagii Pembangunani untuki 

Kepentingani Umumi dani Peraturani Menterii Agrariai dani Tatai Ruangi /i Kepalai 

Badani Pertanahani Nasionali Republiki Indonesiai Nomori 19i Tahuni 2021i 

tentangi Ketentuani Pelaksanaani Peraturani Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021i 

tentangi Penyelenggaraani Pengadaani Tanahi bagii Pembangunani untuki 

Kepentingani Umumi (selanjutnyai disebuti Permeni ATR/BPNi No.19i Tahuni 

2021). 

Dalami hali gantii rugii yangi dilakukani olehi pengadaani tanahi tidaki hanyai 

dialokasikani untuki haki atasi tanahi saja,i namuni jugai diberikani untuki 

bangunan,i kebun,i dani objeki lainnyai yangi memilikii hubungani dengani tanah.i 

Selaini padai tanahi haki miliki perseorangan,i adai jugai tanahi haki miliki ulayati 

yangi samai mendapatkani pemberiani gantii rugii yangi berupai pembangunani 
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fasilitasi saranai prasaranai umumi ataupuni bentuki lainnyai yangi memilikii 

manfaati bagii masyarakati sekitar.i i  

Pengadaani tanahi untuki pembangunani demii kepentingani umumi yangi 

dilaksanakani olehi pemerintahi ataui pemerintahi daerahi dijalankani melaluii 

penyerahani ataui pelepasani haki atasi tanah.i Pembuatani jalani toli Cibitung-

Cilincingi ialahi salahi satui rancangani untuki kepentingani umumi yangi 

dilaksanakani olehi Pemerintahi Kotai Jakartai dani termasuki dalami salahi satui 

Proyeki Strategisi Nasionali (PSN).i PSNi adalahi programi Pemerintah,i 

Pemerintahi Daerah,i ataui badani usahai yangi mamilikii sifati strategisi dalami 

mengembangkani pemerataani dani pertumbuhani pembangunani untuki 

mensejahterakani masyarakati dani pembangunani tiapi daerah.i Pemerintahi 

melakukani pembangunani Jalani Toli Cibitung-Cilincingi karenai pesatnyai 

pembangunani yangi adai dani mempercepati mobilitasi darii kawasani industrii 

yangi berasali darii bekasi,i sehinggai diharapkannyai setelahi adai jalani toli inii 

dapati mengurangii kemacatani jalani rayai yangi ada. 

Pengadaani Jalani Toli Cibitung-Cilincingi mulaii direncanakani sejaki 

tahuni 2017,i dengani totali panjangi jalani 34,76i kilometer.i Pembangunani jalani 

toli inii melibatkani hinggai 5i kelurahani yangi terdirii dari,i Kelurahani Cilincing,i 

Kelurahani Semperi Barat,i Kelurahani Marunda,i Kelurahani Semperi Timur,i dani 

Kelurahani Rorotan.i Darii totali 5i kelurahani tersebuti masihi tersisai beberapai 

yangi belumi terlaksananyai gantii rugii sampaii saati ini,i jadii dapati dikatakani 

untuki pembangunani Jalani Toli Cibitung-Cilincingi belumi rampungi baiki darii 

segii pembangunani toli hinggai pelaksanaani gantii rugi.i Menuruti uraiani dii atasi 

Penulisi tertariki untuki melakukani penelitiani dengani mengangkati juduli 
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“PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH 

PADA JALAN TOL CIBITUNG–CILINCING 

KECAMATANCILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA 

UTARA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimanai sistemi pelaksanaani gantii kerugiani pengadaani tanahi padai 

Jalani Toli Cibitung–Cilincingi Kecamatani Cilincingi Kotai Administrasii 

Jakartai Utara? 

2) Apai sajai hambatani dani upayai penyelesaiani dalami pelaksanaani gantii 

kerugiani tanahi padai Jalani Toli Cibitung–Cilincingi Kecamatani Cilincingi 

Kotai Administrasii Jakartai Utara? 

1.3 Tujuan 

1) Untuki mengetahuii sistemi pelaksanaani gantii kerugiani pengadaani tanahi 

padai Jalani Toli Cibitung–Cilincingi Kecamatani Cilincingi Kotai 

Administrasii Jakartai Utara. 

2) Untuki mengetahuii apa saja hambatani dani upayai penyelesaiani dalami 

pelaksanaani gantii kerugiani tanahi padai Jalani Toli Cibitung–Cilincingi 

Kecamatani Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utara. 

1.4 Manfaat  

1) Manfaati teoritis,i diharapkani untuki menambahi pengetahuani dani 

pemikirani terhkaiti perkembangani sekaligusi pengkajiani ilmui hukum,i 

terutamai hali yangi memilikii hubungani dengani pelaksanaani gantii rugii 

tanah.i  
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2) Manfaati praktis,i hasili penelitiani inii diharapkani dapati memberikani ilmui 

tambahani ilmui dani menjadii referensii sertai bahani pustakai bagii parai 

pihaki yangi membutuhkani pengetahuani dalami penelitiani gunai 

melengkapii referensii, sekaligus penelitian ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh kelulusan program studi hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitiani yangi dilakukani olehi penulisi inii masihi jarangi ditemukan,i 

mengingati masihi awamnyai masyarakati mengenaii proseduri gantii rugii yangi 

dilakukani olehi pihaki pemerintahi ketikai adanyai prosesi pengadaani tanah.i 

Prosesi pengadaani tanahi sendirii dikatakani awami karenai tidaki seluruhi 

masyarakati Indonesiai mengalamii dampaki darii pembangunani untuki 

kepentingani umumi ini,i melainkani hanyai masyarakati yangi terdampaki saja.i 

Penulisi mengangkati penelitiani inii dengani juduli “PEMBERIAN GANTI 

KERUGIAN PENGADAAN TANAH PADA JALAN TOL 

CIBBITUNG – CILINCING KECAMATAN CILINCING KOTA 

ADMINISTRASI JAKARTA UTARA”. Juduli yangi digunakani penulisi 

belumi dan/ataui tidaki pernahi digunakani ataui dipulikasikani dalami literaturi 

ataui penelitiani sebelumnya.i Penulisi jugai melakukani perbandingani terhadapi 

penelitiani terdahului beberapai hali yangi serupai namuni memilikii penyelesaiani 

yangi berbeda,i sepertii dijelaskani dalami tabeli berikuti inii : 
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No. Identitas Penelitian Persamaan  Perbedaan 

1. Kiki, A.(2018). 

Implementasi Pemberian Ganti 

Rugi Atas Tanah Dalam 

Pembangunan Tol Krian 

Legundi Bunder (KLB) 

Menurut UU Nomor 2 Tahun 

2012 Tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 

(Skripsi) 

Membahasi terkaiti 

pelaksanaani gantii 

rugii yangi dilakukani 

pihaki 

Pemerintahani 

terhadapi 

Masyarakati sekitari 

yangi terdampak.  

Memilikii perbedaani 

pandangani 

pembahasan.i Skripsii 

inii lebihi berfokusi 

padai UUi Nomori 2i 

Tahuni 2012. 

2. Kurniawati. (2019). 

Implementasi Pemberian Ganti 

Rugi Atas Pengadaan Tanah 

Dalam Pembangunan Frontage 

Road Kecamatan Gedangan 

Kabupaten Sidoarjo. 

(Skripsi) 

Membahasi terkaiti 

pelaksanaani gantii 

rugii yangi dilakukani 

pihaki 

Pemerintahani 

terhadapi 

Masyarakati sekitari 

yangi terdampak. 

Memilikii perbedaani 

padai objeki yangi 

diangkati yaknii 

Frontagei dii daerahi 

kecamatani Gedangan 

3. Michaela, N. (2023). 

Pelaksanaan Ganti Kerugian 

Pengadaan Tanah Pada Jalan 

Lingkar Luar Barat Kecamatan 

Benowo Kota Surabaya 

Membahas terkait 

pelaksanaan ganti 

kerugian yang 

dilakukan pihak 

pemerintah 

terhadap 

Masyarakat sekitar 

yang terdampak 

Memiliki perbedaan 

pada objek yang 

diangkat yaitu Jalan 

Lingkar Luar Barat 

(jalan raya) 

Kecamatan Benowo 

Tabel 1.1 Perbandingan Penulisan 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalami merumuskani penelitian,i jenisi yangi dipakaii yaitui 

penelitiani yuridisi empirisi yangi dimaknaii sebagaii hukumi sosiologisi 

untuki melaksanakani penelitiani lapangani dengani carai mengkajii 

ketentuani hukumi yangi berlakui jugai dengani hali yangi terjadii padai 
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masyarakat.i Penelitiani hukumi melaluii jenisi modeli inii memilikii tujuani 

untuki mengetahuii prosesi terjadii dani bekerjai hukumi dalami tatanani 

masyarakati dengani melakukani penelitiani mengenaii hubungani antarai 

hukumi dengani lembagai sosiali yangi lainnyai yangi dilakukani dengani 

menggunakani tekniki penelitiani ilmui sosial.
9

i Dengani begitu,i penelitiani 

dilaksanakani dengani melihati keadaani nyatai dalami masyarakati yangi 

bertujuani untuki mengetahuii faktai dani datai yangi sebenarnyai terjadii 

gunai digunakani dalami penelitian,i langkahi selanjutnyai ketikai datai telahi 

terkumpuli makai penelitii melaksanakani identifikasii terhadapi masalahi 

yangi ditemuii sertai dalami tahapani terakhiri penelitii melakukani 

penyelesaiani terhadapi permasalahani yangi terjadi. 

Penelitiani skripsii dengani jenisi yuridisi empirisi memilikii tujuani 

mendasari yaitui untuki melakukani evaluasii ataui pengkajiani terhadapi 

ketentuani yangi telahi ditetapkani sepertii Peraturani Perundang-Undangani 

yangi sedangi berlakui dani memperolehi penggambarani atasi keadaani yangi 

sebenarnyai terjadii dii masyarakati tentangi adanyai kendalai padai 

pelaksanaani Gantii Kerugiani Pengadaani Tanahi padai Jalani Toli Cibitungi 

–i Cilincing,i Kecamatani Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utara. 

1.6.2 Pendekatan 

Dalami pembuatani sebuahi karyai tulisi ilmiahi tentunyai dibutuhkani 

pendekatani penelitiani yangi bergunai dalami menentukani dani 

memperolehi informasii terkaiti isui hukumi yangi masihi belumi terjawab.i 

Dalami penelitiani ini,i penulisi menggunakani jenisi pendekatani konfliki 

                                                           
 

9
 Masruhan, Metode Penelitian Hukum, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013. hlm. 128.  
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dani pendekatani struktural.i Pendekatani konfliki merupakani pendekatani 

penelitiani suatui karyai ilmiahi yangi menelaahi perubahani sosisali terjadii 

karenai timbulnyai konfliki dani melahirkani kompromii yangi tidaki samai 

dengani kondisii awal.i Pendekatani konfliki inii dapati memberikani banyaki 

contohi penyelesaiani perkarai saati terjadi,i baiki secarai perorangani 

maupuni berkelompok.i Menuruti Coseri konfliki yangi timbuli padai 

masyarakati menunjukani tandai –i tandai adanyai hubungani dani ikatani 

dalami masyarakat,i sebaliknyai dengani tidaki adanyai konfliki dapati 

menunjukani persoalani yangi pernahi terjadii cenderungi untuki dilupakani 

ataui direncanakani untuki membiarkani persoalani tersebuti dani akani 

menimbulkani kekacauani ataui kesulitani dii masai yangi akani datang.
10

   

1.6.3 Bahan Hukum 

Dalami memperolehi data,i penelitii memilikii duai sumberi datai yaknii 

melaluii datai utamai (primer)i dani datai pelengkapi (sekunder).i Untuki datai 

primeri sendirii diperolehi secarai langsungi melaluii wawancara,i 

observasi,i hinggai laporani yangi dirumuskani olehi penelitii berbentuki 

dokumeni tidaki resmii yangi diolahi olehi penulis.
11

i Sementarai untuki datai 

sekunderi dimaknaii sebagaii memperolehi datai melaluii bukui teksi yangi 

berisikani keseluruhani prinsipi dalami ilmui hukumi dani keberadaani 

pandangani klasiki parai sarjanai yangi telahi terkualifikasii tinggii dani 

                                                           
 

10
 Irwansyah dan Johnny Ahsan Yunus,  Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan 

Artikel, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2023. hlm. 209. 
11

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 105. 
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Peraturani Perundangi –i Undangani yangi berlaku.i Adapuni datai yangi 

digunakani dalami perumusani penelitiani ini,i sebagaii berikut: 

a. Bahani Hukumi Primer 

Bahani hukumi Primeri menjadii pentingi karenai berasali darii 

wawancarai dengani petugasi Kantori Pertanahani Kotai Administrasii 

Jakartai Utarai sertai parai wargai yangi terkenai dampaki pembangunani 

Jalani Toli Cibitungi –i Cilincing,i selaini itui disertakani datai dokumentasii 

berkaitani dengani permasalahani yangi diangkati olehi penulis. 

b. Bahani Hukumi Sekunder 

Bahani hukumi sekunderi padai penelitiani inii terdirii atasi buku,i 

jurnal,i dani peraturani perundang-undangani yangi berkaitani dengani 

penelitian,i sebagaii berikut: 

1. Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945; 

2. Undang-Undangi Nomori 5i Tahuni 1960i tentangi Peraturani Dasari 

Pokok-Pokoki Agraria; 

3. Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2012i tentangi Pengadaani Tanahi 

bagii Pembangunani untuki Kepentingani Umum; 

4. Peraturani Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021i tentangi 

Penyelenggaraani Pengadaani Tanahi bagii Pembangunani untuki 

Kepentingani Umum; 

5. Peraturani Menterii Agrariai dani Tatai Ruang/i Kepalai Badani 

Pertanahani Nasionali Republiki Indonesiai Nomori 19i Tahuni 2021i 

tentangi Ketentuani Pelaksanaani Peraturani Pemerintahi Nomori 19i 
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Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani Pengadaani Tanahi bagii 

Pembangunani untuki Kepentingani Umum. 

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Adapuni 3i metodei yangi dipakaii olehi penelitii saati mengumpulkani 

datai gunai memperolehi datai secarai menyeluruhi sebagaii berikuti : 

1. Wawancara 

Wawancarai merupakani metodei yangi mengharuskani terjadinyai 

prosesi interaksii antari penelitii dengani informani ataui narasumberi 

untuki menggalii dani memperolehi informasii yangi lengkapi sertai 

menyeluruh.i Metodei pengumpulani datai dengani wawancarai inii 

dilaksanakani dengani melakukani tanyai jawabi olehi penelitii dengani 

parai informani yangi telahi ditetapkan.i Pihaki yangi terlibati dalami 

pelaksanaani wawancarai yaitui Kantori Pertanahani Kotai Administrasii 

Jakartai Utarai dani masyarakati yangi terkenai dampaki padai 

pembangunani Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi Kecamatani Cilincingi 

Kotai Administrasii Jakartai Utara. 

2. Observasi 

Observasii merupakani metodei dengani melakukani pengamatani 

padai masyarakati yangi dapati dilakukani melaluii cara-carai seperti:i  

1. Waktui catatan;i  

2. Daftari check;i  

3. Daftari isian;i  

4. Daftari angket;i  

5. Daftari kelakuani dani sebagainya.i  
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Dalami melaksanakani penelitian,i metodei observasii bergunai 

dalami memperolehi datai informasii terkaiti pelaksanaani gantii 

kerugiani pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi Kecamatani 

Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utara. 

3. Studii Kepustakaan 

Studii kepustakaani adalahi metodei mendapatkani datai melaluii studii 

yangi berkaitani dengani sumberi dalami penelitiani berbentuki dokumeni 

dengani tujuani mencarii datai meliputi:i  

1. Catatan;i  

2. Buku;i  

3. Majalah;  

4. Transkripi dani sebagainya.i  

Datai dalami studii kepustakaani bersumberi darii peraturani 

perundang-undangan,i dokumeni dengani sifati resmi,i beragami buku,i 

publikasi,i dani hasili penelitian. 

1.6.5 Sistematika Penulisan 

Dalami merumuskani skripsii terdapati kerangkai yangi terbagii menjadii 

4i bagiani (bab)i yangi didalamnyai terdapati subi babi penjelas.Skripsii inii 

memilikii juduli PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM 

PENGADAAN TANAH PADA JALAN TOL CIBITUNG-

CILINCING KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI 

JAKARTA UTARA yang didalamnyai membahasi 4i bagiani utama.i 

Sebagaii halnyai narasii ataui penguraiani secarai keseluruhani mengenaii 

produki permasalahani yangi ditelaahi dalami skripsii ini. 
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Babi Pertamai yangi merupakani pendahuluani berisikani latari belakangi 

mengenaii pemilihani isui hukum,i perumusani masalahi terkaii isui hukumi 

yangi akani diteliti,i tujuani penelitian,i manfaati penelitian,i kajiani pustaka,i 

dani metodei penelitiani yangi akani digunakan.i Adanyai latari belakangi 

masalahi akani memudahkani pengkajiani isui hukumi yangi akani ditelitii dani 

ditemukani argumentasii hukumnyai dimanai memuati padai rumusani 

masalah. 

Babi Keduai mengulasi terkaiti sistemi pelaksanaani gantii kerugiani 

Pengadaani Tanahi padai Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi Kecamatani 

Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utara.i Babi inii terbagii menjadii duai subi 

bab,i subi babi pertamai mengulasi terkaiti sistematikai pelaksanaani gantii 

kerugiani Pengadaani Tanahi padai Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi 

Kecamatani Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utarai dani subi babi keduai 

membahasi tentangi analisis sistemi pelaksanaani gantii kerugiani Pengadaani 

tanahi padai Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi Kecamatani Cilincingi Kotai 

Administrasii Jakartai Utara.i i  

Babi Ketigai mengulasi mengenaii hambatani dani upayai penyelesaiani 

dalami pelaksanaani gantii kerugiani Tanahi padai Jalani Toli Cibitungi –i 

Cilincingi Kecamatani Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utara.i Dalami 

penulisani inii menjadii duai subi bab,i subi babi pertamai mengulasi terkaiti 

hambatan yangi terjadii padai pelaksanaani gantii kerugiani Pengadaani Tanahi 

padai Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi Kecamatani Cilincingi Kotai 

Administrasii Jakartai Utarai dani subi babi keduai mengulasi terkaiti upayai 

penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah pada 
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Jalan Tol Cibitung – Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi 

Jakarta Utara. 

Babi Keempati adalahi babi penutupi yangi memuati kesimpulani darii 

seluruhi uraiani pembahasani skripsii dani jugai memuati sarani penulisi sebagaii 

pemecahi masalahi baiki darii segii pemerintahi maupuni masyarakat. 

1.6.6 Jadwal Penelitian 

Waktu penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu selama 6 

(enam) bulan, mulai dari bulan November 2023 minggu pertama sampai 

dengan bulan April 2024 minggu ketiga 

No. Jadwal 

Penelitian 

Nov 

23 

Des 

23 

Jan 

24 

feb 

24 

Mar 

24 

Apr 

24 

Mei 

24 

Jul 

24 

Ag 

24 

Sep 

24 

Okt 

24 

Des 

24 

1 Pendaftara

n Skripsi 

            

2 Pengajuan 

Dosen 

Pembimbi

ng 

            

3 Pengajuan 

Judul 

            

4 Penyusuna

n Proposal 

Skripsi 

            

5 Bimbingan 

Proposal 

Skripsi 

Bab I, Bab 

II, Bab III 

            

6 Acc 

Proposal 

Skripsi 

            

7 Seminar 

Proposal 

Skripsi 

            

8 Revisi 

Proposal 

Skripsi 

            

9 Pengerjan 

Skripsi 

Bab II, III, 
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IV 

10 Bimbingan 

Skripsi 

            

11 Ujian 

Hasil 

Skripsi 

            

12 Revisi 

Skripsi 

            

. Tabel 1.2 Tabel Waktu Penelitian 

1.7 Tinjauan Pustaka 

1.7.1 Tinjauan Umum Hak Atas Tanah 

1.7.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah 

Haki atasi tanahi menuruti Uripi Santosoi merupakani 

pemberiani wewenangi haki atasi tanahi kepadai pemiliki haki dalami 

penggunaani ataui pengambilani manfaati darii tanahi yangi 

dimilikinya.i Katai „penggunaan‟i dalami haki atasi tanahi memilikii 

artii bahwai haki atasi tanahi tersebuti digunakani untuki mendirikani 

bangunani (non-pertanian),i sedangkani katai „pengambilan‟i 

mengandungi artii bahwai haki atasi tanahi jugai memilikii 

kepentingani diluari pendiriani bangunan,i misalnyai mencakupi 

pertanian,i peternakan,i perikanan,i hinggai perkebunan.
12

i Haki 

atasi tanahi jugai memilikii ketentuani yangi diaturi dalami UUPAi 

Pasali 4i ayati (1)i yangi berbunyii : 

“Atasi dasari haki menguasaii darii negarai atasi tanahi sebagaii 

yangi dimaksudi dalami Pasali 2i bahwai telahi ditentukani adanyai 

macami –i macami haki atasi permukaani bumii yangi biasai 

disebuti sebagaii tanahi dani dapati diberikani sertai dipunyaii olehi 

orangi –i orang,i baiki itui pribadi/sendirii maupuni bersamai –i 

sama/kelompoki maupuni badani hukum.” 
                                                           
 

12
 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2006. 

hlm. 82. 
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1.7.1.2 Macam-macam Hak Atas Tanah 

Macam-macami haki atasi tanahi dibedakani menjadii 2i 

berdasarkani jenisi asali tanahi tersebut,i yaknii :
13

 

a. Haki atasi tanahi bersifati primer; 

Penjelasani darii haki atasi tanahi bersifati primeri inii adalahi 

haki darii tanahi tersebuti yangi kepemilikannyai berasali darii 

tanahi negara.i Macam-macami jenisi tanahi miliki negarai tidaki 

laini adalahi Haki Milik,i Haki Gunai Usaha,i Haki Gunai 

Bangunani atasi Tanahi Negara,i Haki Pakaii atasi Tanahi 

Negara. 

b. Haki atasi tanahi bersifati sekunder; 

Pengertiani darii haki atasi tanahi bersifati sekunderi yaknii 

kepemilikani atasi haki tanahi yangi berasali darii tanahi miliki 

pihaki lain.i Macam-macami darii haki atasi tanahi sekunderi 

meliputii Haki Gunai Bangunani Atasi Tanahi Haki 

Pengelolaan,i Haki Gunai Bangunani Atasi Tanahi Haki Milik,i 

Haki Pakaii Atasi Tanahi Haki Pengelolaan,i Haki Pakaii Atasi 

Tanahi Haki Milik,i Haki Sewai untuki Bangunan,i Haki Gadaii 

(Gadaii Tanah),i Haki Usahai Bagii Hasili (Perjanjiani Bagii 

Hasil),i Haki Menumpang,i dani Haki Sewai Tanahi Pertanian. 

 

 

 

                                                           
 

13
 Ibid., h 89. 
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1.7.2 Tinjauan Umum Hak Penguasaan Atas Tanah 

1.7.2.1 Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah 

Haki penguasaani atasi tanahi berisikani hubungani antarai 

wewenang,i kewajiban,i hinggai larangani bagii pemegangi haknyai 

dalami bertindaki terhadapi tanahi sesuaii hakikatnya.i Sesuatui yangi 

boleh,i wajib,i ataui dilarangi untuki dilakukan,i yangi merupakani isii 

haki penguasaani hali tersebuti yangi menjadii kriteriumi ataui 

patokani pembedai dii antarai hak-haki penguasaani tanahi yangi 

diaturi dalami hukumi tanah.
14

 

1.7.2.2 Macam-macam Hak Penguasaan Atas Tanah 

Kedudukani hak-haki penguasaani atasi tanahi terdirii dalami 

beberapai tingkatani yangi dimuati dalami Undang-undangi Nomori 

5i Tahuni 1960i tentangi Peraturani Dasari Pokok-Pokoki Agrariai 

yaitui : 

1. Haki bangsai Indonesia; 

Haki bangsai Indonesiai atasi tanahi inii adalahi haki 

penguasaani atasi tanahi yangi memilikii tingkatani palingi tinggii 

karenai meliputii seluruhi macami tanahi yangi adai dalami 

kewilayahani negarai Indonesia.i Peraturani mengenaii haki 

penguasaani atasi tanahi inii tertuangi dalami Pasali 1i ayati (1)i 

sampaii dengani ayati (3)i UUPA.
15

i Terdapati duai unsuri yangi 

terkandungi dalami Haki Bangsai Indonesiai yaitui unsuri 

                                                           
 

14
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Trisakti, Jakarta, 2008. hlm. 24.  

15
 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperehensif  Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 78.  
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kepunyaani dani unsuri tugasi wewenangi dalami mengaturi dani 

menguasaii penggunaani tanahi yangi dimilikii secarai 

bersamaan. 

2. Haki menguasaii darii negara; 

Haki menguasaii darii negarai atasi tanahi berasali darii haki 

bangsai Indonesiai yangi padai dasarnyai merupakani 

perwujudani penugasani atasi wewenangi bangsai yangi 

mengandungi unsuri hukumi publik.i Dalami tugasi mengelolai 

seluruhi tanahi bersamai pastinyai tidaki dapati dilangsungkani 

sendirii olehi bangsai Indonesia,i makai darii itui dalami 

pelaksanaannyai bangsai Indonesiai ditetapkani sebagaii 

pemegangi haki dani mengembani amanati dalami tingkatani 

tertinggii yangi telahi dikuasakani padai negarai Indonesiai 

sebagaii organisasii kekuasaani seluruhi rakyati Indonesia.i 

Dalami hali ini,i isii wewenanghai menguasaii negarai atasi tanahi 

telahi dituangkani dani dimuati dalami Pasali 2i ayati (2)i UUPAi :
16

 

1) Mengaturi dani melakukani penyelenggaraani dalami 

peruntukan,i penggunaan,i persediaan,i hinggai 

pemeliharaani tanah; 

2) Menetapkani dani mengaturi hubungani hukumi antarai orangi 

dengani tanah; 

3) Menentukani dani mengaturi hubungani hukumi antarai orangi 

dengani tanahi sertai perbuatani hukumi yangi terkaiti dengani 

tanah. 

3. Haki ulayati masyarakati hukumi adat; 

Haki ulayati masyarakati hukumi adati menuruti Boedii 

Harsonoi merupakani rangkaiani darii kekuasaani dani kewajibani 

                                                           
 

16
 Ibid., h. 80. 
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masyarakati hukumi adati itui sendirii sesuaii dengani lingkupi 

wilayahnya.i Tanahi ulayati sendirii memilikii pengertiani 

sebagaii tanahi miliki bersamai pemberiani darii neneki moyangi 

terhadapi segolongani masyarakati adati sertai sebuahi satui 

kesatuani sebagaii unsuri penunjangi bagii kehidupani kelompoki 

adati tersebut.i Haki ulayati masyarakati hukumi adati jugai diaturi 

dalami Pasali 18Bi ayati (2)i UUDi NKRIi 1945i yangi berbunyii : 

“Negarai mengakuii dani menghormatii kesatuan-kesatuani 

masyarakati hukumi adati besertai hak-haki tradisionalnyai 

sepanjangi masihi hidupi dani sesuaii dengani perkembangani 

masyarakati dani prinsipi Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesiai (NKRI)i yangi diaturi dalami undang-undang.” 

4. Haki perseorangani ataui individu; 

Haki perseorangani ataui haki individui atasi tanahi merupakani 

haki yangi memberikani wewenangi kepadai pemegangi haknyai 

dalami pemakaian,i penguasaan,i ataui pengambilani manfaati 

darii tanah.i Dasari hukumi darii pemberiani haki atasi tanahi 

terhadapi perseorangani ataui badani hukumi dimuati dalami 

Pasali 4i ayati (1)i UUPAi adalahi : 

“Atasi dasari haki menguasaii darii negarai sebagaii yangi 

dimaksudi dalami Pasali 2i ditentukani adanyai macam-

macami haki atasi permukaani bumi,i yangi disebuti tanahi 

yangi dapati diberikani kepadai dani dipunyaii olehi orangi 

baiki sendirii maupuni bersama-samai dengani orang-orangi 

laini sertai badani hukum.” 

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Pengadaan Tanah 

1.7.3.1 Pengertian Pengadaan Tanah 

Pengadaani tanahi merupakani sebuahi kegiatani penyediaani 

tanahi yangi dilakukani untuki gantii kerugiani secarai layaki dani adili 
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kepadai pihaki yangi terdampak.
17

i Menuruti Boedii Harsonoi 

Pengadaani tanahi memilikii artii sebagaii prosesi hukumi berupai 

tindakani pelepasani hubungani hukumi yangi semulai beradai 

diantarai pemegangi haki dani tanahnyai dani dibutuhkannyai 

pemberiani kompensasii kepadai pemegangi haki dalami bentuki 

uang,i fasilitas,i ataui bentuki lainnyai melaluii carai musyawarahi 

untuki mufakat.
18

i  

Dii Indonesiai pengertiani pengadaani tanahi telahi 

mengalamii beberapai perubahani kebijakani hukum.i Pengertiani 

pengadaani tanahi pertamai kalii dijelaskani dalami Pasali 1i angkai 1i 

Keputusani Presideni Nomori 55i Tahuni 1993i tentangi Pengadaani 

Tanahi bagii Pelaksanaani Pembangunani untuki Kepentingani 

Umumi yangi memilikii bunyii sepertii : 

“Pengadaani tanahi adalahi setiapi kegiatani untuki 

mendapatkani tanahi dengani carai memberikani gantii 

kerugiani kepadai yangi berhaki atasi tanahi tersebut.” 

Kemudiani pengertiani pengadaani tanahi berdasarkani 

Peraturani Presideni Nomori 36i Tahuni 2005i Pasali 1i angkai 3i 

tentangi Pengadaani Tanahi bagii Pelaksanaani Pembangunani 

untuki Kepentingani Umumi menyebutkani bahwa: 

“Pengadaani tanahi adalahi setiapi kegiatani untuki 

mendapatkani tanahi dengani carai memberikani gantii rugii 

kepadai yangi melepaskani ataui menyerahkani tanah,i 

                                                           
 

17
 Rahayu Subekti et al., Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Widina Media 

Utama, Bandung, 2023. hlm. 1.  
18

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta, 1995. hlm. 8. 
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bangunan,i tanaman,i dani benda-bendai yangi berkaitani 

dengani tanahi ataui dengani pencabutani haki atasi tanah.” 

Selanjutnyai terdapati perubahani kembalii terhadapi 

pengertiani pengadaani tanahi yangi tertuangi dalami Pasali 1i angkai 

3i Peraturani Presideni Nomori 65i Tahuni 2006i tentangi Perubahani 

atasi Perpresi Nomori 36i Tahuni 2005i tentangi Pengadaani Tanahi 

bagii Pelaksanaani Pembangunani untuki Kepentingani Umum,i 

pengertiani tersebuti diubahi menjadii :i  

“Pengadaani tanahi adalahi setiapi kegiatani untuki 

mendapatkani tanahi dengani carai memberikani gantii rugii 

kepadai yangi melepaskani ataui menyerahkani tanah,i 

bangunan,i tanaman,i dani benda-bendai yangi berkaitani 

dengani tanah.” 

Setelahi mengalamii beberapai kalii perubahani peraturani 

mengenaii pengadaani tanah,i pengertiani pengadaani tanahi yangi 

digunakani sampaii saati inii adalahi pengertiani yangi tertulisi dalami 

Pasali 1i angkai 2i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2012i yangi 

berlakui mulaii tanggali 14i Januarii Tahuni 2012i hinggai saati ini,i 

bunyii darii Pasali 1i angkai 2i inii adalahi : 

“Pengadaani tanahi adalahi kegiatani menyediakani tanahi 

dengani carai memberii gantii kerugiani yangi layaki dani adili 

kepadai pihaki yangi berhak.” 

Berdasarkani beberapai perubahani peraturani tentangi 

pengadaani tanahi inii dapati disimpulkani bahwa,i pengadaani 

tanahi merupakani kegiatani pelepasani haki atasi tanahi yangi 

memberikani gantii rugii tanpai mengandungi unsuri paksaani sertai 

pemanfaatannyai berdasarkani kepentingani umum. 
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1.7.3.2 Dasar Hukum Pengadaan Tanah 

1) Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 

1945; 

2) Undang-Undangi Nomori 5i Tahuni 1960i tentangi Peraturani 

Dasari Pokok-Pokoki Agrariai (Lembarani Negarai Republiki 

Indonesiai Tahuni 1960i Nomori 104,i Tambahani Lembarani 

Negarai Republiki Indonesiai Nomori 2043); 

3) Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2012i tentangi Pengadaani 

Tanahi bagii Pembangunani untuki Kepentingani Umumi 

(Lembarani Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 2012i Nomori 

22,i Tambahani Lembarani Negarai Republiki Indonesiai Nomori 

5280); 

4) Peraturani Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021i tentangi 

Penyelenggaraani Pengadaani Tanahi bagii Pembangunani 

untuki Kepentingani Umumi (Lembarani Negarai Republiki 

Indonesiai Tahuni 2021i Nomori 2021i Nomori 29,i Tambahani 

Lembarani Negarai Republiki Indonesiai Nomori 6631); 

5) Peraturani Menterii Agrariai dani Tatai Ruang/i Kepalai Badani 

Pertanahani Nasionali Republiki Indonesiai Nomori 19i Tahuni 

2021i tentangi Ketentuani Pelaksanaani Peraturani Pemerintahi 

Nomori 19i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani Pengadaani 

Tanahi bagii Pembangunani untuki Kepentingani Umumi (Beritai 

Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 2021i Nomori 672). 
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1.7.3.3 Tujuan Pengadaan Tanah 

Tujuani utamai darii pelaksanaani pengadaani tanahi bagii 

pembangunani untuki kepentingani umumi adalahi meningkatkani 

kesejahteraani dani kemasyhurkani rakyat,i bangsa,i dani negara.i 

Tujuani pengadaani tanahi tertuangi dalami Pasali 3i Undang-

Undangi Nomori 2i Tahuni 2012i yangi berbunyii : 

“Pengadaani Tanahi untuki Kepentingani Umumi 

bertujuani menyediakani tanahi bagii pelaksanaani 

pembangunani gunai meningkatkani kesejahteraani dani 

kemakmurani bangsa,i negara,i dani masyarakati dengani 

tetapi menjamini kepentingani hukumi pihaki yangi 

berhak.” 

1.7.3.4 Asas-asas Pengadaan Tanah 

Asas-asasi yangi terkandungi dalami pengadaani tanahi inii 

menjadii sebuahi acuani dani pengingati bagii pihaki pemerintahani 

dalami melaksanakani kegiatani pengadaani tanahi bagii 

kepentingani umum,i sehinggai pengadaani tanahi tidaki seharusnyai 

dilakukani semena-menai tanpai adanyai perlindungani haki dani 

kepentingani darii pemiliki tanahi yangi bisai menjadii korbani atasi 

pengadaani tanah.i Pengertiani asasi menuruti R.H.i Soebrotoi 

Brotodiredjoi adalahi sebuahi sumberi yangi menjadii acuani tolaki 

ukuri dalami hali inherenti padai segalai sesuatui yangi menentukani 

hakikatnya.i  

Asas-asasi dalami pelaksanaani pengadaani tanahi untuki 

kepentingani umumi terdirii atasi 10i asasi berdasarkani Pasali 2i 

Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2010i : 

1) Kemanusiaan; 
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Asasi kemanusiaani adalahi pelaksanaani perlindungani yangi 

diberikani kepadai pemiliki tanahi olehi pengadaani tanah,i sertai 

penghormatani terhadapi haki asasii manusia,i harkat,i dani 

martabati padai tiapi wargai negarai dani penduduki Indonesiai 

secarai proporsional.i Artii darii asasi inii adalahi tiapi wargai 

negarai wajibi mendapatkani perlindungani haki asasii sebagaii 

pemegangi haki atasi tanah,i perlindungani inii tentunyai untuki 

kepentingani umumi secarai luas. 

2) Keadilan; 

Asasi keadilani menjelaskani bahwai tiapi tanahi yangi terkenai 

progressi pembangunani jalani ataui pengadaani tanahi makai 

pastii akani mendapatkani gantii rugii darii pihaki pemeriantah.i 

Dengani katai laini masyarakati ataui penduduki yangi terdampaki 

pengadaani tanahi masihi mendapatkani kesempatani untuki 

hidupi yangi lebihi baik.i Padai asasi keadilani dalami pengadaani 

tanahi untuki kepentingani umum,i diberikani gantii kerugiani 

olehi Negarai dibutuhkani polai ataui kuncii yangi bisai 

merealisasikani keadilani sebagaii efektifitasi dalami 

penghormatani haki asasii pemiliki tanah. 

3) Kemanfaatan; 

Asasi kemanfaatani adalahi hasili darii Pengadaani Tanahi 

yangi bisai memberikani manfaati secarai luasi bagii kepentingani 

bangsa,i masyarakat,i dani negara.i Artii secarai luasi dalami asasi 

kemanfaatani sepertii memberikani efeki baiki dalami kehidupani 
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masyarakati yangi menguasaii haki atasi tanahi (berkaitani dengani 

gantii kerugian). 

4) Kepastian; 

Padai asasi kepastiani inii memberikani kepastiani hukumi 

padai kesediaani tanahi atasi pengadaani tanahi dalami hali 

prosesnyai untuki pembangunani sebagaii kepentingani umumi 

dani jugai bisai memberikani jaminani padai pihaki yangi berhaki 

untuki bisai memperolehi gantii kerugiani yangi sesuaii ataui 

layak.i Walaupuni adanyai kepastiani dalami pelaksanaani 

pengadaani tanah,i namuni jugai harusi diperhatikani adanyai 

proseduri yangi terkandungi dani sudahi tertulisi padai peraturani 

perundang-undangan. 

5) Keterbukaan; 

Asasi keterbukaani inii menyangkuti padai aksesi yangi 

diberikani kepadai masyarakati dalami prosesi pengadaani tanahi 

untuki kepentingani umumi sertai jaminani padai pihaki yangi 

berhaki mendapatkani gantii rugii yangi sesuaii ataui layak.i Aksesi 

yangi diberikani padai masyarakati olehi pengadaani tanahi 

adalahi haki yangi dimilikii masyarakati mengenaii tahapani 

pelaksanaani pengadaani tanahi sepertii gantii kerugian,i jadwali 

pembangunan,i lokasii pengganti,i pihaki yangi bertanggungi 

jawab,i jadwali pelaksanaan,i dani laini sebagainya.i Hali tersebuti 

termasuki padai urutani yangi wajibi diketahuii masyarakati yangi 
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terkenai dampaki pengadaani tanahi dani wajibi diberikani olehi 

lembagai yangi bersangkutani ataui berwenang. 

6) Kesepakatan; 

Asasi kesepakatani merupakani asasi prosesi darii pengadaani 

tanahi yangi dilakukani dengani musyawarahi untuki mencapaii 

kesepakatani secarai mufakati tanpai melibatkani unsuri paksaani 

ataui desakani demii hasili yangi disepakatii bersama-sama.i Asasi 

inii dikenalkani dengani carai adili tanpai memihaki salahi satui 

subjeki demii hasili yangi bisai diterimai olehi seluruhi pihaki yangi 

hadiri dani bersangkutan. 

7) Keikutsertaan; 

Asasi keikutsertaani tidaki laini merupakani gerakani 

dorongani padai pelaksanaani Pengadaani Tanahi melewatii 

partisipasii masyarakati (baiki secarai langsungi dani tidaki 

langsung),i pelaksanaannyai mulaii darii perencanaani 

pembangunani hinggai kegiatani pembangunan.i Adanyai asasi 

keikutsertaani inii bisai meminimalisiri tindakani penolakani 

olehi masyarakati padai saati pembangunani yangi dilaksanakani 

dalami prosesi pengadaani tanah. 

8) Kesejahteraan; 

Asasi kesejahteraani merupakani salahi satui kegiatani yangi 

ikuti dalami prosesi pembangunani padai pengadaani tanah.i 

Kegiatani dalami asasi inii memberikani tambahani nilaii bagii 

masyarakati yangi berhaki memperolehi gantii rugi,i sertai 
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mencegahi adanyai dampaki buruki yangi akani timbuli dalami 

kelangsungani hidupi masyarakati termasuki kesejahteraani 

sosiali ekonomi.i Gantii kerugiani yangi akani diberikani olehi 

pihaki pengadaani tanahi tentunyai akani sesuaii untuki 

meningkatkani tarafi hidupi masyarakati agari kehidupani sosiali 

ekonomii pihaki tersebuti tidaki mengalamii kemundurani yangi 

bisai berakibati fatal. 

9) Keberlanjutan; 

Asasi keberlanjutani adalahi asasi darii kegiatani 

pembangunani pengadaani tanahi yangi dilakukani secarai terus-

menerusi dani bertahapi demii tercapainyai tujuani ataui 

kesepakatani yangi diharapkan.i i  

10) Keselarasan; 

Asasi keselarasani merupakani asasi pengadaani tanahi untuki 

dilakukani pembangunani agari terciptanyai keseimbangani dani 

kesesuaiani padai kehidupani masyarakati dani kepentingani 

negara.i Asasi keselarasani inii dikhususkani padai kehidupani 

masyarakati dani kepentingani negarai agari bisai berjalani secarai 

seimbangi dani tidaki mengganggui dalami prosesi pengadaani 

tanahi bagii pembangunani untuki kepentingani umum.
19

 

 

                                                           
 

19
 Amelia Rachman, "Implementasi Asas Keselarasan Dalam Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunnan Untuk Kepentingan Umum",  Jurnal Sagacious, Vol 6, No.1, Maret 2019 hlm. 46, 

https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/9231 , diakses pada 11 Februari 2024. 
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1.7.3.5 Objek Pengadaan Tanah 

Sesuaii Peraturani Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021i yangi 

tertulisi dalami Pasali 1i angkai 5i disebutkani bahwai : 

“Objeki pengadaani tanahi adalahi tanah,i ruangi atasi tanahi 

dani ruangi bawahi tanah,i bangunan,i tanaman,i bendai yangi 

berkaitani dengani tanah,i ataui lainnyai yangi dapati dinilai.” 

Jikai padai objeki pengadaani tanahi yangi sedangi dalami 

sengketai kepemilikannya,i disitai olehi pejabati yangi berwenang,i 

menjadii jaminani dii banki ataui berperkarai dii pengadilan,i makai 

instansii yangi membutuhkani tanahi tersebuti dapati menitipkani 

gantii kerugiannyai padai Ketuai Pengadilani Negerii yangi 

berwenangi padai wilayahi lokasii tanahi tersebut. 

1.7.3.6 Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah 

Menuruti Peraturani Pemerintahi No.i 19i Tahuni 2021i Pasali 

18i ayati (1),i pihaki yangi berhaki padai pengadaani tanahi terdirii darii 

beberapai macami yakni,i perseorangan,i badani sosial,i badani 

hukum,i badani keagamaan,i badani usahai miliki negara,i badani 

usahai miliki daerah,i badani usahai miliki desa,i pemerintahani 

pusat,i pemerintahani daerah,i pemerintahani desa,i dani banki tanahi 

yangi menguasaii ataui memilikii objeki pengadaani tanahi tersebuti 

sesuaii dengani peraturani perundang-undangan.i Selanjutnyai 

dijelaskani dalami Pasali 18i ayati (2),i bahwai pihaki yangi berhaki 

terdirii darii : 

1. Pemegangi haki atasi tanah; 

2. Pemegangi haki pengelolaan; 

3. Pemegangi alati buktii tertulisi haki lama; 

4. Nazhtri untuki tanahi wakaf; 

5. Masyarakati hukumi adat; 



31 
 

 

6. Pihaki yangi menguasaii tanahi negarai dengani itikadi baik; 

7. Pemegangi dasari penguasaani atasi tanah;i dan/atau 

8. Pemiiki bangunan,i tanaman,i ataui bendai laini yangi memilikii 

hubungani dengani tanah. 

1.7.3.7 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

Pelaksanaani pengadaani tanahi pembangunani untuki 

kepentingani umumi dapati diselenggarakani melaluii 4i tahapani 

yaitu: 

1. Perencanaan; 

Perencanaain padai pengadaani tanahi untuki kepentingani 

umumi dilandaskani atasi rencanai kepalai tatai ruangi wilayahi 

setempati sertai preferensii pembangunani yangi tertulisi dalami 

rencanai pembangunani instansii pemerintahi yangi 

bersangkutan.i Dalami tahapani inii berdasarkani Pasali 6i 

Peraturani Pemerintahi No.i 19i Tahuni 2021,i bahwai tiap-tiapi 

instansii yangi membutuhkani tanahi bagii pembangunani untuki 

kepentingani umumi diwajibkani untuki membuati susunani 

dokumeni perencanaani pengadaani tanahi yangi berisii : 

a. Maksudi dani tujuani perencanaani pembangunan; 

b. Penyesuaiani kegiatani pemanfaatani tatai ruang; 

c. Prioritasi pembangunani nasional/daerah; 

d. Letaki tanah; 

e. Luasi tanahi yangi dibutuhkan; 

f. Gambarani umumi statusi tanah; 

g. Perkiraani jangkai waktui pelaksanaani pengadaani tanah; 

h. Perkiraani jangkai waktui pelaksanaani pembangunan; 

i. Perkiraani nilaii tanah; 

j. Rencanai anggaran; 

k. Alternatifi bentuki gantii kerugiani yangi akani diberikan.i i  

2. Persiapan; 

Tahapi persiapani dalami pengadaani tanahi bisai 

dilaksanakani setelahi gubernuri menerimai arsipi darii 
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perencanaani pengadaani tanah.i Dalami tahapani persiapani 

gubernuri akani membentuki timi persiapani yangi 

beranggotakani bupati/walikota,i perangkati daerahi yangi 

terkait,i instansii yangi memerlukani tanah,i instansii pemerintahi 

yangi menyelenggarakani urusani dii bidangi pengadaani tanah,i 

sertai instansii lainnyai yangi dianggapi dibutuhkani dalami 

persiapani ini.i Persiapani inii dapati dilaksanakani dalami jangkai 

waktui 5(lima)i harii sajai sejaki arsipi telahi diterimai secarai resmii 

olehi gubernur.i Tahapi persiapani pengadaani tanahi jugai tertulisi 

dalami Peraturani Pemerintahi No.i 19i Tahuni 2021i yangi berisii : 

a. Pemberitahuani rencanai pembangunan; 

b. Pendataani awali mulai lokasii rencanai pembangunan; 

c. Dilaksanakannyai konsultasii publici untuki rencanai 

pembangunan; 

d. Penetapani lokasii untuki pembangunan; 

e. Diumumkannyai penetapani lokasii pembangunan.i  

3. Pelaksanaan; 

Tahapi pelaksanaani pengadaani tanahi dilakukani olehi uniti 

pelaksanai pengadaani tanahi dii Kantori Pertanahani Wilayahi 

Kabupaten/Kotai setempat.i Dalami tahapi pelaksanaani 

pengadaani tanahi terdapati beberapai tahapani kegiatani yangi 

wajibi dilaksanakani olehi anggotai pertanahan,i yaknii : 

a) Pendataani dani identifikasii kepemilikan,i penguasaan,i 

penggunaan,i sertai pemanfaatani tanah; 

b) Penilaiani gantii kerugian; 

c) Pemberiani gantii kerugian; 

d) Pelepasani haki atasi tanah. 

4. Penyerahani hasil. 

Prosesi penyerahani hasili pengadaani tanahi dapati 

dilangsungkani dalami jangkai waktui palingi lambati 14(empati 
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belas)i harii setelahi dilaksanakannyai prosesi pelepasani haki 

atasi tanahi olehi pihaki pemerintahi dani wargai yangi 

terdampak.i Pelaksanaani penyerahani hasili dikerjakani olehi 

ketuai pelaksanaani pengadaani tanahi yangi diberikani kepadai 

instansii yangi membutuhkani tanah.i Penyerahani hasili inii 

berupai arsipi pengadaani tanahi diikutii dengani Beritai Acarai 

Penyerahani Hasili Pengadaani Tanah. 

1.7.4 Tinjauan Umum Ganti Kerugian 

1.7.4.1 Pengertian Ganti Kerugian 

Paradigmai gantii rugii secarai perdatai dijelaskani sebagaii 

pemberiani prestasii yangi sebandingi atasi sebuahi perbuatani yangi 

menyebabkani kerugiani salahi satui pihaki dengani carai gantii rugi.i 

Pemberiani prestasii berupai gantii rugii inii tentunyai telahi melaluii 

mekanismei musyawarahi dalami pengadaani tanahi untuki i 

mencapaii kesepakatani bersama.
20

i Masalahi gantii rugii adalahi hali 

utamai dalami setiapi prosesi pengambilani tanah,i baiki dalami 

prosesi pencabutani hak,i pembebasani tanah,i hinggai pengadaani 

tanah,i permasalahan-i permasalahani yangi timbuli inii dapati 

menghambati prosesi pengadaani tanah.
21

i Dalami prosesi 

                                                           
 

20
 Luh Nyoman, “Pemberian Ganti rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk 

Kepentingan Umum”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, 

https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5 , diakses pada tanggal 29 Desember 2023. 
21

 Setiyo Utomo, “Problematika Proses Pengadaan Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 

2020, hlm. 24, http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452 , diakses pada 30 Desember 2023. 

https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5
http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452
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pengambilani tanahi yangi dilakukani olehi negarai tidaki 

diperbolehkani tanpai adanyai gantii rugi.
22

 

Dijelaskani dalami Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2012i 

tentangi Pengadaani Tanahi padai Pasali 1i angkai 10i bahwai : 

“Gantii kerugiani adalahi penggantiani yangi layaki dani 

adili kepadai pihaki yangi berhaki dalami prosesi pengadaani 

tanah.” 

Secarai singkati pemberiani gantii rugii adalahi akibati darii adanyai 

penggunaani haki satui pihaki dalami pemenuhani kebutuhani dani 

kepentingani darii orangi lain.i Gantii kerugiani dalami pengadaani 

tanahi sepatutnyai diberikani tanpai membawai dampaki kerugiani 

terhadapi pihaki yangi terdampak,i selaini itui dalami pemberiani 

gantii rugii bisai jugai memberikani dampaki yangi lebihi baiki ataui 

setidaknyai samai dengani keadaani sebelumnya. 

1.7.4.2 Bentuk Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah 

Dalami hali gantii kerugiani yangi bisai diberikani olehi pihaki 

pemerintahani kepadai pihaki yangi berhaki atasi tanahnyai adalahi 

bentuki objeki darii pengadaani tanahi untuki pembangunani bagii 

kepentingani umumi yangi tertulisi padai Undang-Undangi No.i 2i 

Tahuni 2012i tentangi Pengadaani Tanahi Bagii Pembangunani 

untuki Kepentingani Umumi dalami Pasali 36.i Gantii kerugiani yangi 

bisai diberikani olehi pihaki pemerintahani sesuaii dalami pasali 

diatasi berupai : 

                                                           
 

22
 Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk 

Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, Setara Press, Malang, 2015. hlm. 181. 
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a) Uang; 

Uangi merupakani salahi satui bentuki gantii kerugiani yangi 

palingi utamai dani palingi seringi diminatii olehi pihaki yangi 

berhaki menerimai gantii rugi.i Kompensasii uangi inii diberikani 

dalami bentuki matai uangi rupiah.i Pemberiani gantii rugii berupai 

uangi inii dilakukani olehi instansii yangi membutuhkani lahani 

tanahi atasi validasii ataui verifikasii terlebihi dahului olehi pejabati 

yangi ditunjuki ataui kepalai pelaksanaani pengadaani tanah.i 

Sistemi pemberiani gantii rugii uangi inii tidaki hanyai dilakukani 

melaluii transferi banki sajai namuni bisai diberikani berupai uangi 

tunai,i sesuaii dengani kesepakatani parai pihaki yangi berhaki 

dengani instansii yangi memerlukani tanah. 

b) Tanahi Pengganti; 

Tanahi penggantii merupakani salahi bentuki gantii rugii yangi 

diberikani olehi instansii dani telahi diperolehi kesepakatani 

secarai sahi antarai instansii dani pihaki yangi berhaki memperolehi 

gantii rugi.i Tanahi penggantii yangi akani diberikani kepadai 

pihaki yangi berhaki merupakani tanahi yangi sudahi disediakani 

olehi instansi.i Berkenaani dengani sistemi gantii kerugiani inii 

tentunyai instansii sebelumnyai telahi menyediakani lokasii 

lahani penggantii dani telahi disetujuii olehi pejabati yangi 

berwenangi ataui kepalai pelaksanai pengadaani tanah.i Dalami 

prosesnya,i penyiapani tanahi penggantii inii akani disimpani 

terlebihi dahului olehi banki dani akani disimpani  
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c) Pemukimani Kembali; 

Pemukimani kembalii merupakani prosesi kegiatani 

penyediaani tanahi kepadai pihaki yangi berhaki mendapatkani 

sesuaii dengani kesepakatani dalami prosesi pengadaani tanah.i 

Sistemi gantii kerugiani pemukimani kembalii diaturi lebihi lanjuti 

dani terperincii yaknii bukani hanyai sekedari pemberiani gantii 

kerugiani dalami bentuki tanahi darii lahani lamai kei lahani baru,i 

melainkani harusi disertaii dengani kegiatani yangi dapati 

mengembalikani situasii sosiali dani ekonomii sepertii semula.
23

i 

Prosesi penyediaani pemukimani kembalii dapati dilakukani olehi 

instansii yangi membutuhkan,i baiki melaluii juali belii ataui carai 

laini sesuaii kesepakatani yangi dicapaii dalami peraturani 

perundang-undangan.i Selamai prosesi pemberiani pemukimani 

kembali,i danai pemukimani kembalii dititipkani padai banki dani 

diatasi namakani instansii yangi membutuhkan. 

d) Kepemilikani Saham; 

Kepemilikani sahami merupakani salahi satui bentuki 

penawarani alternatifi padai gantii kerugiani sebagaii penggantii 

uang.i Kepemilikani sahani adalahi bentuki penyertaani sahami 

padai kegiatani pembangunani untuki kepentingani umumi yangi 

dalami pelaksanaannyai mendasari padai kesepakatani bersama.i 

                                                           
 

23
 Saniah, “Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 233, 

https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177 , diakses pada 17 Januari 2024. 

https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
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Kepemilikani atasi sahami inii dapati diberikani kepadai 

masyarakati melaluii perizinani ataui kuasai yangi diberikani olehi 

Badani Usahai Miliki Negarai (BUMN)i dani tertuangi dalami 

perjanjian.i Isii darii perjanjiani kepemilikani sahami dapati turuni 

atasi perintahi darii Pemerintahi Pusati melaluii kementrian,i 

pemerintahi provinsi,i pemerintahi kabupaten/kota,i lembagai 

pemerintahi noni kementrian,i dani badani usahai miliki negara. 

e) Bentuki laini yangi disepakatii olehi keduai belahi pihak; 

Bentuki laini yangi dimaksudi dalami hurufi inii adalahi sebuahi 

bentuki gantii kerugiani yangi bisai disepakatii olehi duai belahi 

pihaki dani bisai berupai 2i bentuki ataui lebihi macami gantii rugii 

yangi dipadukan.i Maksudi darii 2i macami ataui bentuki yangi 

dipadukani yaknii sesuaii kesepakatani apakahi pihaki 

masyarakati ingini digantii dalami bentuki uangi dani tanah,i ataui 

mungkini bisai sepertii uangi dani pemukimani (tempati tinggal),i 

macam-macami gantii kerugiani inii dapati digabungi sesuaii 

kesepakatani antarai instansii dani masyarakat. 

Bentuki gantii kerugiani yangi tertulisi dalami Undang-

Undangi No.i 2i Tahuni 2012i tentangi Pengadaani Tanahi Bagii 

Pembangunani untuki Kepentingani Umumi merupakani gantii 

kerugiani yangi akani langsungi diberikani kepadai masyarakati 

yangi berhak,i selaini itui terdapati jugai bentuki gantii kerugiani 

yangi tidaki berikani langsungi melainkani dititipkani kepadai 

Pengadilani Negerii setempati ataui biasai disebuti dengani 
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konsinyasi.i Konsinyasii sendirii diaturi padai Peraturani 

Mahkamahi Agungi (PERMA)i Nomori 2i Tahuni 2021i dalami 

Pasali 1i angkai 10i dengani bunyii sepertii : 

“Penitipani Gantii Kerugiani adalahi penyimpanani gantii 

kerugiani berupai uangi kepadai pengadilani olehi instanti 

yangi memerlukani tanahi dalami hali pihaki yangi berhaki 

menolahi besarnyai gantii kerugiani berdasarkani hasili 

musyawarahi penetapani gantii kerugiani tetapii tidaki 

mengaukani keberatani kei pengadilan,i menolaki 

putusani pengadilani yangi telahi memperolehi kekuatani 

hukumi tetap,i ataui dalami keadaani tertentui yangi 

ditetapkani berddasarkani peraturani perundang-

undangan.” 

Pengertiani singkatnyai adalahi sebuahi tindakani gantii kerugiani 

yangi diberikani olehi instansii kepadai pihaki yangi berhaki 

melaluii pengadilan. 

1.7.4.3 Asas-asas Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah 

Asas-asasi gantii kerugiani padai pengadaani tanahi dijelaskani 

dalami peraturani perundang-undangani yangi terdirii darii beberapai 

asas,i hali inii dilaksanakani gunai terciptanyai perlindungani hukumi 

bagii parai masyarakati yangi menjadii korbani pembebasani lahan.i 

Asas-asasi tersebuti antarai laini adalahi :
24

 

a. Asasi Itikadi Baik; 

Asasi itikadi baiki inii dimaknaii sebagaii dalami tiapi prosesi 

pengadaani tanahi baiki untuki kepentingani umumi maupuni 

swastai wajibi didasarii dengani adanyai itikadi baik,i 

keterbukaan,i dani kejujurani olehi duai belahi pihak.i Sikapi 

sepertii inii akani memberikani keadilani darii segii peruntukan,i 
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 Bernhard Limbong, Op.Cit., hlm. 196. 
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bentuk,i hinggai besarnyai nilaii gantii rugii yangi akani diberikan.i 

Asasi inii mengajarkani agari keduai belahi pihaki tidaki akani 

mengalamii kerugiani baiki pihai instansii maupuni pihaki 

masyarakat. 

b. Asasi Keseimbangan; 

Asasi keseimbangani menghendakii adanyai kesetaraani 

antarai haki dani kewajibani penguasaani tanahi dalami tiapi 

pemberiani gantii rugi.i Pemerintahi berharapi dengani adanyai 

pemberiani gantii rugii inii dapati menciptakani kesejahteraani 

bersamai dani buktii nyatai untuki masyarakat.i Artii darii buktii 

nyatai inii adalahi pemberiani gantii rugii yangi dilaksanakani 

sesuaii dengani alasi haki kepemilikani tanah,i dalami pengadaani 

tanahi pemberiani gantii rugii tidaki dapati disamaratakani antarai 

pihaki yangi memilikii alasi haki dani pihaki yangi tidaki memilikii 

alasi hak,i walaupuni dii lokasii yangi sama.i  

c. Asasi Kepatutan; 

Asasi kepatutani menjelaskani perihali kelayakani dani 

kepatutani berdasarkani nilaii ataui hargai aslii darii tanah.i Hargai 

yangi ditawarkani dalami prosesi pengadaani tanahi tidaki harusi 

samai dengani hargai umum,i namuni hargai inii harusi dapati 

dikatakani layaki sebagaii hargai gantii kerugian.i Tujuani utamai 

darii gantii kerugiani yangi diberikani inii tidaki hanyai untuki 

orangi yangi berhaki atasi tanahnya,i melainkani untuki orang-
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orangi yangi menggarapi tanahi tersebuti ataui orangi yangi akani 

menggunakani tanahnyai sebagaii tempati usaha. 

d. Asasi Kepastiani Hukum; 

Asasi kepastiani hukumi diciptakani untuki memberikani 

keadilani padai seluruhi pihaki yangi bersangkutani padai 

pengadaani tanah.i Ketentuani gantii kerugiani tidaki hanyai 

diaturi dalami Keppres,i melainkani diaturi jugai dalami undang-

undangi khususi pengadaani tanah.i Dalami undang-undangi inii 

harusi memuati sanksi-sanksii hukumi yangi dapati digunakani 

olehi seluruhi masyarakati agari bebasi darii praktik-praktiki 

penyalahgunaani wewenangi gantii rugii tanahi dani 

menciptakani sebuahi keadilani yangi hakiki.i  

e. Asasi Kesejahteraan; 

Asasi kesejahteraani menciptakani perlindungani kepadai 

pihaki yangi melepasani tanahi darii sisii ekonominya.i Asasi inii 

mengedepankani peningkatani terhadapi kualitasi dani 

kelangsungani hidupi masyarakati yangi terkenai dampaki darii 

pengadaani tanah. 

1.7.5 Tinjauan Umum Kepentingan Umum 

1.7.5.1 Pengertian Kepentingan Umum 

Pengertiani yuridisi kepentingani umumi menuruti Bernhardi 

Limbongi adalahi kepentingani yangi akani selalui berlakui selamai 

tidaki bertentangani dengani hukumi positifi ataupuni hukumi yangi 

berlakui dani tumbuhi dii masyarakat.i Selaini pengertiani yuridisi 
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Bernhardi Limbongi jugai membahasi terkaiti pengertiani sosiologisi 

kepentingani umumi yaitui adanyai keseimbangani antarai pihaki 

masyarakati dani pihaki pemerintahi yangi memilikii tujuani dalami 

pemeliharaani ketertibani dani mencapaii keadilani padai 

masyarakati baiki dii bidangi ideologi,i politik,i ekonomi,i sosial,i 

budaya,i pertanahan,i keamanan,i pendidikan,i dani kesehatan.
25

i 

Jikai diartikani secarai sederhanai kepentingani umumi bisai 

dikatakani sebagaii kepentingan,i keperluan,i ataui kebutuhani 

masyarakati dengani tujuani yangi luas.
26

 

Berdasarkani Peraturani Pemerintahi Pasali 1i angkai 7i 

Peraturani Pemerintahi No.i 19i Tahuni 2021i menyebutkani bahwai : 

“Kepentingani Umumi adalahi kepentingani bangsa,i 

negara,i dani masyarakati yangi harusi diwujudkani olehi 

Pemerintahi Pusat/i Pemerintahi Daerahi dani digunakani 

sebesari –i besarnyai untuki kemakmurani rakyat.” 

1.7.5.2 Ruang Lingkup Kepentingan Umum 

Sesuaii dengani Pasali 2i Peraturani Pemerintahi No.i 19i Tahuni 

2021i disebutkani bahwai ruangi lingkupi tanahi digunakani untuki 

beberapai macami pembangunani yaitui meliputii :i  

a. Pertahanani dani keamanani nasional;i  

b. Jalani umum,i jalani tol,i terowongan,i jaluri keretai api,i stasiuni 

keretai apii dani fasilitasi operasii keretai api;  

c. Waduk,i bendungan,i bendung,i irigasi,i salurani airi dani sanitasii 

dani bangunani pengairani lainnya;i  

d. Pelabuhan,i bandari udara,i dani terminal;i  

e. Infrastrukturi minyak,i gas,i dani panasi bumi;i  
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f. Pembangkit,i transmisi,i gardu,i jaringan,i dan/ataui distribusii 

tenagai listrik;i  

g. Jaringani telekomunikasii dani informatikai pemerintah;i  

h. Tempati pembuangani dani pengolahani sampah;i  

i. Rumahi sakiti Pemerintahi Pusati ataui Pemerintahi Daerah;i  

j. Fasilitasi keselamatani umum;i  

k. Permakamani Umumi Pemerintahi Pusati ataui Pemerintahi 

Daerah;i  

l. Fasilitasi sosial,i fasilitasi umum,i dani ruangi terbukai hijaui 

publik; 

m. Cagari alami dani cagari budaya;i  

n. Kantori Pemerintahi Pusat,i Pemerintahi Daerah,i ataui desa;i  

o. Penataani permukimani kumuhi perkotaani dan/ataui 

konsolidasii tanahi sertai perumahani untuki masyarakati 

berpenghasilani rendahi dengani statusi sewai termasuki untuki 

pembangunani rumahi umumi dani rumahi khusus;i  

p. Prasaranai pendidikani ataui sekolahi Pemerintahi Pusati ataui 

Pemerintahi Daerah;i  

q. Prasaranai olahragai Pemerintahi Pusati ataui Pemerintahi 

Daerah;i  

r. Pasari umumi dani lapangani parkiri umum;  

s. Kawasani industrii hului dani hiliri minyaki dani gasi yangi 

diprakarsaii dan/ataui dikuasaii olehi Pemerintahi Pusat,i 

Pemerintahi Daerah,i Badani Usahai Miliki Negara,i ataui Badani 

Usahai Miliki Daerah;i  

t. Kawasani ekonomii khususi yangi diprakarsari dan/ataui 

dikuasaii olehi Pemerintahi Pusat,i Pemerintahi Daerah,i Badani 

Usahai Miliki Negara,i ataui Badani Usahai Miliki Daerah;i  

u. Kawasani industrii yangi diprakarsaii dan/ataui dikuasaii olehi 

Pemerintahi Pusat,i Pemerintahi Daerah,i Badani Usahai Miliki 

Negara,i ataui Badani Usahai Miliki Daerah;i  

v. Kawasani pariwisatai yangi diprakarsaii dan/ataui dikuasaii olehi 

Pemerintahi Pusat,i Pemerintahi Daerah,i Badani Usahai Miliki 

Negara,i ataui Badani Usahai Miliki Daerah;i  

w. Kawasani ketahanani pangani yangi diprakarsaii dan/ataui 

dikuasaii olehi Pemerintahi Pusat,i Pemerintahi Daerah,i badani 

usahai miliki negara,i ataui badani usahai miliki daerah;i dani  

x. Kawasani pengembangani teknologii yangi diprakarsaii 

dan/ataui dikuasaii olehi Pemerintahi Pusat,i Pemerintahi 

Daerah,i badani usahai miliki negara,i ataui badani usahai miliki 

daerah. 
 

 

 


